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ABSTRAK 

 

Mukhābarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau 

perkebunan yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola, di mana 

pemilik lahan akan menyerahkan lahan miliknya kepada pengelola dan bibit 

yang akan ditanami dibebankan kepada pengelola lahan, dan hasilnya akan di 

bagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari jawaban terhadap permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat 

Kecamatan Celala tentang bagaimana mekanisme kerja sama transaksi rom 

berakad yang masih dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Celala, dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama rom 

berakadditinjau menurut konsep akad mukhābarah. Untuk mencapai 

keberhasilan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan maqāsīdi sebagai 

pendekatan umum, kemudian di samping itu sumber data dari penelitian ini 

adalah subjek lain (manusia) maka penelitian ini menggunakan pendekatan jenis 

sosiologis sebagai pendekatan khusus dan jenis metode  yang digunakan oleh 

penulis adalah metode penelitian kualitatif.Berdasarkan hasil penelitianbahwa, 

kerja sama rom berakad pada pengelolaan lahan persawahanmerupakan kerja 

sama yang mirip dengan konsep akad mukhābarah, namun dalam penerapannya 

belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad mukhābarah.Hal ini disebabkan 

karena terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat yang ditetapkan dalam akad 

mukhābarah, yaitu pada penentuan bagian dari hasil panen yang ditentukan oleh 

pemilik lahan dengan jumlah tertentu. Praktik inimengakibatkan rusaknya akad 

karena terdapat hal yang dilarang dalam akad mukhābarah. Oleh karena itu, 

perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat agar melakukan kerja sama yang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. 
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dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, 

shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah yakni Nabi 

Muhammad Saw. Beserta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada 

seluruh alim Ulama sebagai pewaris dari pada Nabi Saw. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilamban

gkan 

 

 ṭ ط 16

t dengan titik 

di bawahnya 

 B ب 2
 

 ẓ ظ 17
z dengan titik 

di bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
 G غ 19

 

  F ف J  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 Q ق 21

 

  K ك Kh  22 خ 7

  L ل D  23 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 M م 24

 

  N ن R  25 ر 10

  W و Z  26 ز 11

  H ه S  27 س 12

  ’ ء Sy  28 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 Y ي 29

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 



a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

       Tanda Nama       Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dhammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

             Tanda dan 

           Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 

ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 

وَ    
            Fatḥah dan 

wau 
Au 

 

Contoh: 

 haula : هول   kaifa :  كيف

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

                 Harkat dan 

               Huruf 
       Nama 

Huruf dan 

Tanda 

ي/اَ    
Fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā 

يَ          Kasrah dan ya Ī 

يَ    Dammah dan waw Ū 

 



Contoh: 

 qāla : قال

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yaqūlu : يقول

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :  روضة الأطفل

 /al-Madīnah al-Munawwarah : المدينة المنورة

    al-Madīnatul Munawwarah 

 Ṭalḥah :   طلحة

 Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 



2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

 

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak 

ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah mengatur tata cara bermuamalat dari seluruh aktivitas 

hubungan sesama manusia baik dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah, sehingga 

Allah SWT memerintahkan agar manusia dapat menjalankan roda 

perekonomiannya dengan bekerja danbersungguh-sungguh dalam 

memenuhikebutuhannya di dunia, yaitu melalui jalan yang baik dan dihalalkan 

oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, 

karena dengan teraturnya bermuamalat, maka kehidupan manusia menjadi 

terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam 

mendendam tidak akan terjadi
1
. 

Dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, manusia senantiasa 

diperintahkan agar berusaha dan bekerja dengan tangan mereka sendiri, yaitu 

pekerjaan pada usaha miliknya sendiri, selain itu Islam juga membenarkan untuk 

bekerja pada usaha milik orang lain salah satunya dengan menjalin hubungan 

kerja sama. Untuk melakukan kesepakatan kerja sama hendaklah menjalankan 

kerja sama yang sesuai dengan aturan hukum yang berkalu, yang tujuannya untuk 

menghindari dari ketidakadilan para pihak yang melakukan kerja sama.  

Keadilan (adl) merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran 

Islam.Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama 

dari risalah para Rasul-Nya.Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan 

kebajikan dan ketakwaan.Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah 

menempatkan keadilan sebagai unsur utama dalam maqāshid syariah.
2
Islam 

mengajarkan manusia agar menjalani kehidupannya secara benar terlebih ketika 

menjalin hubungan sesama manusia atau lebih akrab dikenal dengan 
                                                             

1
H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 1994, hlm. 278 
2
 P3EI, Ekonomi islam, ( Yogyakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 59.  



bermuamalah.Oleh karena itu Islam sangat melarang adanya kezaliman. 

Sebagaimana juga terdapat perintah Allah untuk berlaku adil dalam surat al-

Maidah ayat: 8 

امِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ  وَلََ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَىٰ أَلََّ  ۖ  ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّ

قْوَىٰ  ۖ  تَ عْدِلُوا  رَبُ لِلت َّ  إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ  ۖ   وَات َّقُوا اللَّهَ  ۖ  اعْدِلُوا هُوَ أَق ْ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil.Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Kerja sama dalam Islam dikenal dengan syirkah, secara bahasa 

syirkahberarti al-ihktilath yang artinya campur atau percampuran.
3
 Sedangkan 

menurut istilah yang dikemukan oleh Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan 

syirkah(kerja sama) adalah, akad antara dua orang yang berserikat pada pokok 

harta (modal) dan keuntungan.
4
 Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa 

syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, 

keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. 

Kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu 

kerjasama dalam produktivitas lahan pertanian, umumnya dilakukan oleh 

masyarakat di pedesaan dengan cara penggarapan lahan pertanian, baik itu 

perkebunan maupun persawahan.Dapat dilihat dari berbagai macam latar 

belakang kehidupan masyarakat di pedesaan yang secara umum berprofesi 

sebagai petani, sehingga berbagai macam timbul bentuk metode dalam 

pengelolaaan perkebunan maupun persawahan. Sebagian besar masyarakat di 

pedesaan itu menggarap lahan pertaniannya sendiri atau tanpa melakukan kerja 

sama dengan orang lain, namun ada juga masyarakat menyerahkan lahan 

                                                             
3
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 125. 

4
Sayyid sabiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 294. 



pertaniannya kepada orang lain untuk di kelola dengan membuat kesepakatan 

kerjasama dan hasilnya akan dibagi sesuai konsep akad yang telah disepakati, 

sebagaimana dalam Islam kerjasama yang seperti demikian itu salah satunya 

menggunakan konsep akadmukhābarah. 

Mukhābarahadalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah 

dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik 

tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama,sedangkan biaya dan 

benihnya dari penggarap tanah
5
. Secara teori akad mukhābarahini sering 

dikaitkan dengan akad muzāra’ah,karena kedua akad ini tujuannya sama 

yaitupengelolaan lahan.Mukhābarahdan muzāra’ahada kesamaan dan ada pula 

perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhābarahdan muzāra’ahterjadi pada 

peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang 

lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari 

pengelola, disebut mukhābarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, 

disebut muzāra’ah.
6
 

Pada zaman Rasulullah Saw, akad muzāra’ah sudah menjadi akad yang 

hidup dalam masyarakat. Bagi hasil (muzāra’ah) adalah suatu acara untuk 

menjadikan tanah menjadi tanah produktif dengan bekerja sama antara pemilik 

dan penggarap dalam memproduktifkannya dan hasilnya akan dibagi antara 

pemilik lahan dengan penggarap dengan perbandingan yang dinyatakan dalam 

perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan.
7
 

Masyarakat Aceh Tengah pada umumnya berprofesi sebagai petani, 

mereka juga sering melakukan kerja sama di bidang perkebunan maupun 

persawahan. Namundalam praktiknya kerja sama yang dilakukan oleh 

masyarakat Aceh Tengah belum sepenuhnya mengikuti aturan yang ditetapkan 

                                                             
5
Abdul Rahman Ghazaly,  Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group,  2012, hlm. 117. 
6
 H. Hendi Suhendi, fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers,  2014, hlm.155-156. 

7
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta; Mizan, 2010), hlm. 391.  



oleh syarak karena masyarakat masih menggunakan kebiasaan yang sering 

mereka lakukan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syarak. 

Penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 

Celala Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk kerja samanya yaitu, pemilik lahan 

sawah menyerahkan lahannya kepada orang lain untukdikelola. Benih yang akan 

ditanami oleh pengelola sepenuhnya dari pegelola lahan, dan semua biaya untuk 

proses penggarapan lahan sawah mulai dari biaya sewa traktor, pengupahan 

pekerja pada saat menanam,biaya pupuk, biaya air irigasi, hingga biaya pada saat 

memanen sepenuhnya dari pengelola lahan, sedangkan dari pemilik lahan hanya 

menyerahkan lahannya saja tanpa ada kontribusi biaya pengelolaan sedikitpun. 

Masyarakat Kecamatan Celala memang tidak secara langsung menyebutkan kerja 

sama yang mereka lakukan itu menggunakan konsep akad mukhābarah. Namun 

dalam praktiknya kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Celala, 

cenderung pada konsep akad mukhābarah, hanya saja belum sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan dalam akadmukhābarah pada penerapannya. 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan ibu Ramlah sebagai pemilik 

lahan sawah yang menyerahkan lahan persawahannya kepada orang lain untuk 

dikelola.Beliau mengatakan bahwa, kesepakatan kerja sama sering terjadi 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu, pemilik lahan tidak mempunyai kemampuan 

untuk mengelola lahan sawah miliknya yang disebabkan oleh faktor 

usia.Sehingga agar lahan tersebut tetap produktif pemilik lahan harus 

menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola, atau pemilik lahan tidak 

mempunyai biaya untuk proses pengelolaan lahan, sehingga harus melakukan 

kerja sama dengan orang lain. 

Beberapa macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Celala pada pengelolaan lahan persawahan yaitu (1).Bagi tige 

hasiladalah bentuk kerjasama pemilik lahan sawah yang menyerahkan lahannya 

kepada penggarap untuk dikelola dengan pembagian hasilnya akan dibagi tiga 

yaitu dua bagian untuk penggarap atau pengelola dan satu bagian untuk pemilik 



lahan.Kerja sama bagi tige hasil merupakan kerja sama yang sering dilakukan di 

kalangan petani sawah Kecamatan Celala (2).Bagi due hasilyaitu kerja sama 

antara pemilik lahan dengan penggarap di mana mekanisme kerja sama yang 

disepakati dalam hal ini pemilik lahan juga ikut turun serta bekerja dan 

mengelola lahan miliknya bersama penggarap. Kerja sama yang seperti ini 

biasanya dilakukan oleh pemilik lahan untuk mengurangi beban biaya proses 

pengelolaan lahan sawah.  

Bentuk kerja sama lainnya yang terjadi padamasyarakat Kecamatan 

Celala adalah bahwa pemilik lahan membuat kesepakatan dengan penggarap 

terhadap akad bagi hasil, metode bagi hasil di sini berbeda dengan metode bagi 

hasil yang telah peneliti sebutkan di atas.Jika sebelumnya pembagian hasil tidak 

ditentukan jumlahnya dengan jumlah tertentu hanya saja di sebutkan jumlah yang 

bersifat umum, seperti sepertiga dan seperdua.Namun dalam hal ini pemilik lahan 

menyebutkan bagian tertentu untuk pemilik lahan pada saat hasil panen 

nantinya.Sebagai contoh pemilik lahan membuat akad sebelum lahan sawah 

mulai digarap dengan menentukan sejumlah satu kunca pada saat panen tiba.Jika 

calon pengelola menyetujuinya maka pada saat panen tiba pengelola harus 

menyerahkan kepada pemilik lahan dengan jumlah yang telah ditentukan di awal 

akad yaitu sebanyak satu kunca.Di Kecamatan Celala bentuk bagi hasil seperti ini 

dikenal dengan sebutan rom berakad. 

Praktik kerja sama yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan 

CelalaKabupaten Aceh Tengah di atas, terjadi karena pemilik lahan mempunyai 

keyakinan bahwa hasil panen akan tetap stabil dan tidak berubah dari yang 

biasanya.Jadi sederhananya dapat dipahami bahwa masyarakat yang melakukan 

praktik kerja sama rom berakad ini yaitu hanya melihat kebiasaan pada saat 

panen, sehingga pemilik lahan beranggapan bahwa pengelola tidak akan 

dirugikan. Namun, tidak menutup kemungkinan kerja sama yang dilakukan oleh 

Masyarakat Kecamatan Celala akan berpotensi merugikan sebelah pihak yaitu 

pengelola lahan.Karena jika hasil panen tidak mencapai jumlah yang ditargetkan 



tentu pengelola akan dirugikan, sedangkan pemilik lahan tetap mendapatkan 

bagiannya sesuai dengan perjanjian diawal akad. 

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarikuntuk melakukan penelitian 

terhadap kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Celala. 

Penulis merasa permasalahan ini penting untuk diteliti karena akan membantu 

kerja sama menjadi lebih efektif. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan 

di atas, maka penelitian ini mengusung judul “Transaksi Rom Berakad Ditinjau 

Menurut Perspektif Akad Mukhābarah Pada Pengelolaan Lahan 

Persawahan di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi kerja sama yang dilakukan oleh 

masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan 

lahan persawahan. 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kerja samarom 

berakad yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten 

Aceh Tengah terhadap pengelolaan lahan persawahan. 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi kerja sama yang dilakukan oleh 

masyarakat Kecamatan Celala antara pemilik lahan sawah dengan 

penggarap lahan sawah. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi kerja samarom berakad antara 

pemilik lahan sawah dan penggarap lahan ditinjau menurut konsep akad 

mukhābarah. 



D. Kajian Penelitian Terdahulu 

 Kajian pustaka ini dilakukan untuk mencari informasi tentang 

permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk melihat perbandingan 

penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang 

lain.Adapun penelitian skripsi yang mengangkat judul mengenai 

mukhābarahmaupun bentuk kerja sama yang lainnya, berikut penulis paparkan 

diantaranya yaitu: 

1. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Syarifah Nurul Faridah 

jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah dari UIN Ar-Raniry 

pada tahun 2017, dengan judul “Implementasi Akad Mukhābarah Pada 

Pengelolaan Perkebunan Kopi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Kute 

Panang Kabupaten Aceh Tengah.” Penelitian yang dilakukan oleh 

saudari Syarifah Nurul Faridah ini adalah mengenai mekanisme 

pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan yang berlaku di 

dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang. 

 Dalam penelitian ini, saudari Syarifah Nurul Faridah 

menggunakan metode deskriftif analisis dengan beberapa teknik 

pengumpulan data lainnya, yaitu observasi dan wawancara. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pembagian hasil antara 

pemilik lahan dan pengelola dengan cara membagikan lahan/tanah 

kepunyaan si pemilik merupakan sesuatu yang juga dilarang dalam Islam. 

2. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Sri Wahyuni jurusan 

Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum dari UIN Ar-

Raniry pada tahun 2017, dengan judul “Praktik Akad Muzāra’ah Di 

Mukim Kuta Tinggi Blangpidie Menurut Perspektif Hukum Islam.” 

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Wahyuni ini adalah mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa serta tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan akad muzāra’ahdi mukim tersebut. 



 Dalam penelitian ini saudari Sri Wahyuni menggunakan 

metodefield research (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan 

data lainnya seperti interview (wawancara). Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan akad muzāra’ah di Mukim Kuta Tinggi 

telah sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari konsep mawah aneuk yang 

dipraktikkan oleh masyarakat Mukim Kuta Tinggi sesuai dengan konsep 

muzāra’ah dan hukum Islam. Akan tetapi, ada juga akad mukhābarah 

yang terjadi dalam praktik mawah aneuk, yang manapenggarap juga 

menanggung bibit sehingga terjadinya dua pelaksanaan akad dalam satu 

kerja sama.  

3. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Idawati, jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, Fakultas Syaria’ah dan Hukum dari UIN Ar-Raniry 

pada tahun 2017, dengan judul skripsi “Praktik Akad Muzāra’ah Kebun 

Kopi Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Penelitian yang dilakukan oleh 

saudari Idawati di sini mengkaji tentang mekanisme penyelesaian 

sengketa yang serta ditinjau menurut konsep akad muzāra’ah. 

Pada penelitian ini saudari Idawati mnggunakan metode deskriftif 

analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang 

sistematis terkait tentang penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan 

akad muzāra’ah.Dalam penelitian ini saudari Idawati menyimpulkan 

bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di desa Pantan Kemuning telah 

sesuai dengan konsep dalam Islam, hal ini berdasarkan kebiasaan 

masyarakat di desa tersebut alternatif penyelesaian sengketa 

menggunakan metode sulhu dan mediasi. 

Berdasarkan judul skripsi yang telah disebutkan di atas bahwa 

mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang 

pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain.Yaitu mengenai “Transaksi 

Rom Berakad Ditinjau Menurut Akad Mukhābarah di Kecamatan Celala 

Kabupaten Aceh Tengah” merupakan pengembangan dari poin-poin di 



atas.Oleh karena itu penulis mempunyai peluang untuk mengembangkan 

permasalahan ini dan meneliti lebih lanjut. 

 

E.Sistematika Pembahasan 

 Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan memakai 

sistematika pembahasanyang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok 

pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi 

empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub babsebagai 

pelengkap. 

 Bab satu merupakan bab pendahuluanyang meliputi beberapa pembahasan 

yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.  

 Bab dua merupakan bab Landasan Teori dan Metode Penelitian, yang 

akan membahas tentang definisi operasional,landasan teori yang membahas 

tentang prinsip dasar mukhābarah, landasan hukum, mukhābarah yang 

dibolehkan dan mukhābarah yang dilarang, rukun dan syaratmukhābarah, 

tinjauan akad, berakhirnya kontrak kerja sama dalam mukhābarah, dan hikmah 

melakukan mukhābarah. Pada bab ini juga memuat metode penelitian yang 

meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, objektivitas dan validitas data serta teknik analisis data. 

 Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang Analisis Data dan 

pembahasan yang meliputi realitas lokasi dan subjek penelitian, temuan data 

penelitian dan analisis data. 

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab 

penutup ini dianggap perlu, karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan 

yang akan diajukan pada bab pertama. Selanjutnya akanada saran dalam rangka 

usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian. 



BAB DUA 

LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN 
 

A. Definisi Operasional 

 Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah dalam memahami 

pembahasan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini, yang bertujuan agar pembaca terhindar dari kesalah 

pahaman dalam memahaminya. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan: 

 

1. Rom Berakad 

 Rom berakad adalah sebuah bentuk kerja sama dengan menggunakan 

prinsip bagi hasil yang berdasarkan kebiasaan masyarakat atau adat di 

Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah yang sering terjadi pada kerja 

sama pengelolaan lahan persawahan.Dalam praktiknya pemilik hanya 

meyerahkan lahan dan menetapkan di awal jumlah bagiannya ditentukan 

dalam jumlah tertentu sebelum lahan dikerjakan oleh penggarap dari hasil 

panen padi yang harus diserahkan oleh penggarap atau pengelola pada saat 

panen tiba nantinya. Misalanya, pemilik sawah telah menetapkan satu kunca 

yang harus diserahkan oleh penggarap ketika panen tiba nantinya, dengan 

jumlahnya yang sudah ditentukan oleh pemilik sawah.Praktik yang seperti itu 

dikenal oleh masyarakat Kecamatan Celala dengan sebutan rom berakad. 

 

2. Akad Mukhābarah 

 Akad (transaksi) secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan 

banyak arti, yang keseluruhannya kembali pada bentuk ikatan atau 

penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah 

keterikatan keinginan diri dengan suatu yang lain dengan cara yang 

memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.
1
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 Secara bahasa,mukhābarahadalah tanah gembur atau lunak, kata 

mukhābarahmerupakan maṣdar dari فعل الماضيdan فعل المضارعdari kata 

khābar.
2
Sedangkan menurut istilah muzāra‘ah dan mukhābarahmemiliki 

makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rāfiʻī dan al-

Nawawī. Menurut al-QāḍīAbū Ṭayyib, muzāra’ah dan mukhābarah 

merupakan satu pengertian.
3
 Menurut Hanabilah, muzāra’ah  adalah pemilik 

tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang 

bekerja diberi bibit. Sedangkan menurut Syaikh Ibrāhīm al-Bājurī berpendapat 

bahwa mukhābarahialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja 

dan modal dari pengelola.
4
Sementara itu, ulama Syāfiʻiyyah menjelaskan 

pengertian mukhābarah adalah mengerjakan suatu lahan dengan upah 

sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan 

muzāra'ah sama dengan mukhābarah, hanya saja benihnya dari pemilik lahan. 

 Definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa mukhābarah dan 

muzāra’ah ada kesamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah antara 

mukhābarahdan muzāra’ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik 

tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya 

ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhābarah, dan 

bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzāra’ah sedangkan 

hasilnya dibagidengan persentase bagian sesuai yang disepakati.
5
 Secara 

istilah bahwa mukhābarahadalah pemilik tanah menyerahkan kepada pihak 

yang mengelola tanah tetapi modalnya ditanggung oleh pengelola tanah 

dengan pembayaran sepertiga dan seperempat dari hasil panen.
6
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B. Landasan Teori 

1. Teori Keberlakuan Hukum 

Teori-teori keberlakuan hukum biasanya membedakan antara tiga 

macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah. Berkaitan dengan berlakunya 

kaedah hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah mengemukakan tiga 

macam berlakunya kaedah hukum, yaitu: 

a. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan 

pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (hans kelsen), atau bila 

terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen) atau 

apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan 

akibatnya (J.H.A. Logemann). 

b. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. 

Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau 

kaedah diterima karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori 

pengakuan). 

c. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan 

cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
7
 

 

2. Urf(Adat) Sebagai Sumber Hukum Islam 

Diketahui bahwa dalam Islam ada beberapa sumber Hukum Islam 

selain yang terdapat dalam Al-Qura’an dan sunnah di antaranya yaitu seperti 

ijma, qiyas, istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, dan urf. Di Indonesia 

juga terdapat berbagai macam suku dan adat masing-masing di setiap 

daerahnya. Oleh karena itu, pada prinsipnya agama Islam menerima dan 

mengakui adat ataupun tradisi dalam masyarakat selama tidak bertentangan 

dengan al-Qur’an dan sunnah. Islam tetap melestarikan tradisi yang dianggap 

baik dalam masyarakat dan menghapus secara bertahap tradisi yang dianggap 
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bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah. Pengakuan terhadap adat yang 

dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam dikenal dengan urf. 

a. Pengertian urf 

Kata urf secara etimologi berasal dari kata ( ُعَرَفَ يعُْرِف) atau sering 

diartikan dengan( ُالَْمَعْرُوْف) dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti 

“yang baik”. Secara terminologi, urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh 

masyarakat dan merupakan kebiasaaan di kalangan mereka baik berupa 

perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain, kebiasaan atau hukum yang 

bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.
8
 

Pada dasarnya, syari’at Islam dari masa awal banyak menampung dan 

mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah. Kedatangan Islam bukan 

menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. 

Akan tetapi, secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula 

yang dihapuskan. 

Jumhur ulama yang mengamalkan urf dalam memahami dan 

mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 

urf tersebut, yaitu: 

1) Urf (adat) itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 

2) Urf (adat) itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan adat tersebut. 

3) Urf (adat) yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah 

ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini 

berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika urf itu 

datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. 
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4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti.
9
 

 

b. Macam-macam urf (adat) 

Penggolongan macam-macam urf atau adat itu dapat dilihat dari 

beberapa segi, antara lain: 

1)      Dari segi objeknya, urf dibagi menjadi dua macam, yaitu al-‘urf al-

lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘urf al-

‘amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). 

a) Al-‘urf al-lafzhi (العرف اللفظي) adalah kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan 

sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan 

terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” 

yang berarti daging sapi. Padahal kata-kata “daging” mencangkup 

seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual 

daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam 

daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, 

maka pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena 

kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan 

kata “daging” kepada daging sapi. 

b) Al-‘urf al-‘amali (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang 

berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. 

Maksud “perbuatan biasa” yaitu perbuatan masyarakat dalam 

masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan 

orang lain. Misalnya, kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu 

dalam seminggu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata 

yaitu kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan 

cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli 
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bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli 

oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar 

seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani 

biaya tambahan. 

2)      Dari segi cakupannya, urf terbagi menjadi dua macam, yaitu al-‘urf al-

‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‘urf al-khash (kebiasaan 

yang bersifat khusus). 

a) Al-‘urf al-‘am (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku 

secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, 

kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap 

penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram. 

b) Al-‘urf al-khash (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di 

daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di 

kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan 

dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. 

3)     Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, urf dibagi menjadi dua 

macam, yaitu al-‘urf al-shahih(kebiasaaan yang dianggap sah) dan al-

‘urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak). 

a) Al-‘urf al-shahih (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-

Qur’an atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak 

pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa 

pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita 

dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. 

b) Al-‘urf al-fasid (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan 

dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam 

syarak. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang 

dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama 

pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam 



tempo satu bulan. Apabila jatuh tempo, maka harus dibayar sebanyak 

sebelas juta rupiah dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari 

segi keuntungannya yang diraih peminjam, penambahan utang 

sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih 

dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 

10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang 

bersifat tolong-menolong dalam pandangan syarak, karena 

pertukaran barang sejenis menurut syarak tidak boleh saling 

melebihkan.
10

 

 

3. Prinsip Dasar Mukhābarah 

Prinsip umum dalam usaha bahwa Islam tidak memperbolehkan para 

penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan 

bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengannya, seiring tegaknya 

kemaslahatan.
11

 

Mukhābarahadalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah dan 

penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah 

dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkanbiaya dan benihnya 

dari penggarap tanah. Pada umumnya, kerja samamukhābarahini dilakukan 

pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan 

kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya 

relatif murahpun dilakukan kerja samamuzāra’ah. Kerja sama yang dilakukan 

dalam bentuk bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Bagi hasil disini adalah 

pada transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar 

dari tanah (bumi) tersebut. Dengan maksud lain pemberianhasiluntuk orang 

yang mengelolaataumenanamitanahdari yang dihasilkannyasepertisetengah, 
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sepertigaataulebihrendahsesuaidengankesepakatankeduabelahpihak 

(petanipenggarapdanpemiliktanah).
12

 

 Merujuk pada kitab Undang-undang Hukum AgrariaNomor 2 Tahun 

1960 tentangPerjanjianBagiHasil padaPasal 1 poin c disebutkan bahwa: 

perjanjianbagihasilialahperjanjiandengannamaapapunjuga yang 

diadakanantarapemilikpadasuatupihakdanseseorangataubadanhukumpadapiha

k lain yang dalamundang-undangini 

disebutpenggarapberdasarkanperjanjian.Dimanapenggarapdiperkenankanolehp

emiliktersebutuntukmenyelenggarakanusahapertanian di atastanahpemilik, 

denganpembagianhasilnyaantarakeduabelahpihak.
13

Bagi hasil menurut 

terminologi asing dikenal dengan profit sharing.Secara definisi profit sharing 

dapat diartikan sebagai “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai 

dari suatu perusahaan”.
14

 

 Syafi’i Antonio juga menjelaskan dalam dalam bukunya (Bank 

Syari’ah dari Teori ke Praktek).Bahwa bagi hasil adalah kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
15

 Dari pengertian 

di atas dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil merupakan proses kerja sama 

yang dilakukan dalam kegiatan suatu usaha. Usaha tersebut terdapat perjanjian 

besarnya porsi bagi hasil kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan 

kesepakatan bersama yang harus saling riḍa tanpa adanya unsur paksaan. 

 Jika dipahami secara mendalam bahwa akad mukhābarah ini 

prinsipnya adalah suatu kegiatan usaha dalam produktivitas suatu lahan baik 
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itu perkebunan atau persawahan yang dilakukan dengan cara kerja sama. 

Sehingga dalam ajaran Islam makna kerja sama tersebut dikenal dengan istilah 

syirkah. Secara etimologis, musyārakah adalah penggabungan, percampuran 

atau serikat.Musyārakah berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa 

Inggris disebut partnership.
16

 Adapun secara terminologis, musyārakah adalah 

kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di 

mana masing-masing pihak memberi kontribusi dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
17

 

 Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, musyārakah yaitu akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana 

dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, 

sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.
18

 

4. Landasan Hukum Mukhābarah 

Terjadi perbedaan pendapat dalam membahas hukum mukhābarah 

dikalangan para ulama, seperti imam Abu Hanifah dan Zufair Ibnu Huzail, 

ulama Hanafi berpendapat bahwa akad mukhābarah tidak boleh, menurut 

mereka akad mukhābarah dengan menggunakan bagi hasil seperti seperempat, 

sepertiga  dan seperdua hukumnya batal. Menurut mereka objek akad dalam 

mukhābarah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan 

imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas 

ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas.
19

 

Sedangkan menurut ulama Malikiah, Hanabilah, Abu yusuf, 

Muhammad ibnu al-Hasan asy-Syaibani keduanya sahabat abu Hanifah, dan 
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ulama Azh-Zahiriyah berpendapat bahwa akad mukhābarah hukumnya 

boleh.Karena akadnya cukup jelas, yaitu menjelaskan petani sebagai serikat 

dalam penggarapan sawah.Mereka yang memperbolehkan akad mukhābarah 

berdasarkan pendapat bahwa  mukhābarah merupakan akad syirkah antara 

modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam akad mudhārabah 

yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak 

(dibutuhkan). Akad mukhābarah tersebut diperbolehkan sebagaimana akad 

ijarah. Adapun upah dari muzāra’ah adalah ditentukan dari hasil pengelolaan 

tanah tersebut.
20

 

 Dasar hukumdiperbolehnya melakukan mukhābarah terdapat pada 

riwayat Imam Muslimyaitu: 

عَمْرٍو،أنََّمُجَاهِدًاقاَلََ رَناَحَمَّادبْ نُ زَيْدٍعَن ْ نُ يَحْيَىأخْب َ ثَ نَايَحْيَىب ْ  :حَدَّ
هُالَْحَدِيْ ثَ عَنْأبَيِهِعَنِالنَّبِيَّصَلَّىالل ّٰهُعَلَيْهَِ لَىابنِْرَافِعِبْنِخَدِيجٍفَاسْمَعْمِن ْ هَرَهُقَاََ ََلِطاَوُسٍانْطَلِقْبِنَاإِ وََسَلَّمقَالَفَانْ َ َ

هُمَافَ عَلَْ هَىعَن ْ لل ّٰهِصَلَّىالل ّٰهُعَلَيْهِوََسَلَّمن َ هُمَْ .َُ هُوََلَكٍنَْنَّىوََالل ّٰهِلَوَْأَعْلَمُ،أنَ َّرَسُوَََْ هُوََأَعْلَمُبِهِمِن ْ ثنَِيمَن ْ -حَدَّ
عَبَّ -سٍَايَ عْنِيابْ ن َ

رٌلَهُمِنْأنَْ يَأْخُذَعََ لل ّٰهِصَلَّىالل ّٰهُعَلَيْهِوََسَلَّمقَالَلَٔنْ يَمْنَحَالرَّجُلَُٔخَاهُأَرْضَهُخَي ْ هَاخَرْجًامَعْلُوَمًاأنَ َّرَسُوَََْ روا)لَي ْ
 (هَمسلم

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, 

Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Amr, bahwa 

Mujahid berkata kepada Thawus, “marilah pergi menemui Ibnu 

Rāfi’ bin Khādīj dan dengarkanlah hadis ini darinya, yang 

didapatnya dari ayahnya, dari Nabi saw.” Thawus malah 

menghardik Mujahid “demi Allah,seandainya aku tahu bahwa 

Rasulullah saw melarang penyewaan tanah, pasti aku akan 

melakukannya. Tetapi ada di antara seorang sahabat seseorang yang 

lebih tahu tentang hal itu dari pada mereka (orang-orang yang 

melarang menyewa tanah) yang dimaksud Thawus adalah Ibnu 

Abbas-, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: 

                                                             
20

Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4, Terj. Abdul Hayyie al-

Khattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 565 



sesungguhnya jika seorang memberikan tanahnya kepada 

saudaranya, maka hal itu lebih baik baginya dari pada ia memungut 

hasil panen dalam jumlah tertentu sebagai imbalah atas penyewaan 

tanah tadi.” (HR.Muslim).
21

 

Hadis di atas menunjukan adanya praktik mukhābarahyang dilakukan 

oleh sahabat RasulullahSaw. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa 

Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhābarah, karena 

yang kitaketahui bahwasanya semuajenis muamalah itu diperbolehkan, hingga 

ada dalil yang melarangnya. 

Oleh karena itu, hukum melakukan mukhābarahadalah boleh (mubah). 

Hal ini dikarenakan dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama dan 

berlandaskan keinginan untuk saling tolong menolong tanpa ada tujuan lain 

dengan maksud menipu atau merugikan.Perbuatan tolong menolong tersebut 

adalah hal yang sangat baik kepada sesama sebagaimana dalam firman Allah 

dalam Surat Al-Maidah ayat 2: 

َالْقَلَئِدََ َالْهَدْيََوَََ َالشَّهْرََالْحَرَامََوَََ َتُحِلُّوَاَشَعَائِرََاللَّهَِوَََ َآمِّينََياََأَي ُّهَاَالَّذِينََآمَنُوَاَََ وَََ

غُوَنََفَضْلًَمِنَْربَِّ َيَ بَْ َ َيَجْرمَِنَّكُمََْۚ  وَإِذَاَحَلَلَُْمَْفَاصْطاَدُواََۚ  هِمَْوَرِضْوََاناًَالْب َيْتََالْحَرَامَ وَََ

َتَ عََْدُواَ َأَنْ َالْمَسْجِدَِالْحَرَامِ َعَنِ َأَنَْصَدُّوكُمْ َقَ وَْمٍ ََۚ  شَنَآنُ َوَالَ َّقْوََىّٰ َعَلَىَالْبِرِّ َۚ  وَتَ عَاوَنوَا

ثْمَِوَالْعُدْوَانَِ َتَ عَاوَنوَاَعَلَىَالِْْ  إِنََّاللَّهََشَدِيدَُالْعِقَابََِۚ  وَاَاللَّهََوَات َّقََُۚ  وَََ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 
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berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. 
22

 

 

5. Mukhābarahyang Dibolehkan dan yang Dilarang 

a. Mukhābarah yang dibolehkan 

Mukhābarah yang dibolehkan telah disebutkan ketentuan-

ketentuannya dalam fikih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam 

mukhābarah adalah sebagai berikut: 

1) Perjanjian kerja sama dimana tanah milik satu pihak, peralatan 

pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui 

bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil. 

2) Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan 

pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang 

akan diperoleh dari hasil.
23

 

3) Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut 

kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk 

angka mutlak yang jelas ukurannya. 

4) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada 

penggarap 

5) Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta 

tanpa paksaan dari manapun.
24

 

b. Mukhābarahyang dilarang 

Mukhābarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya 

ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang 

hasilnya menjadi miliknya sedangkan sisanya untuk penggarap atau 

dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid 
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karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada perselisihan. al-

Bukhari meriwayatkan dari Rafi’ bin al-Khudaij, berkata “dahulu kami 

termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. 

Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut 

pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak 

memberikan untung lalu kami dilarang”.
25

 

Selain hal diatas, dibawah ini juga terdapat beberapa 

mukhābarahyang dilarang yaitu: 

1) Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus 

diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan 

bahwa apapun dan berapapun hasilnya pemilik tanah tetap 

menerima lima atau sepuluh mud dari hasil panen. 

2) Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian 

utara atau selatan maka bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik 

tanah. 

3) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut 

akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih 

menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya 

manakala pemilik tanah menghendaki. 

4) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi 

satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainnya menyediakan alat-

alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua 

bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab atas 

alat-alat pertanian. 
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5) Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam diladang 

itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil 

pengeluaran.
26

 

 

6. Rukun dan Syarat Mukhābarah 

a. Rukunmukhābarah 

Rukun merupakan hal yang harus ada dalam melakukan jual beli 

seperti ijab dan kabul, tanpa adanya ijab dan kabul jual beli itu tidak sah 

karena ijab dan kabul adalah rukun jual beli. Demikian juga dalam masalah 

mukhābarah tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan 

sahnya suatu perjanjian mukhābarah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat 

dalam menetapkan rukun-rukun tersebut pendapat itu antara lain. Menurut 

ulama Hanafiyyah adalah ijab dan kabul.
27

 Yaitu pemilik lahan berkata 

kepada pihak penggarap, “Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai 

mukhābarah dengan upah sekian." Lalu pihak penggarap berkata. “Aku 

terima," atau. “Aku setuju," atau perkataan-perkataan yang menunjukkan 

bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan kabul ini sudah 

terjadi, maka berlakulah akad mukhābarah diantara keduanya. Akan tetapi, 

sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa sahnya rukun mukhābarah ada 4 

macam:  

1) Ada tanah yang dikelola  

2) Pekerjaan yang dilakukan pengelola  

3) Benih  

4) Alat pertanian. 

Pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih diatas tanah supaya 

tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak 

ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk 
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mukhābarah dan harus menggunakan shighat. Sedangkan Ulama Hanabilah 

berpendapat bahwa mukhābarah tidak memerlukan kabul secara lafazh, 

tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk kabul.
28

 

Dari beberapa pendapat ulama diatasdapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi rukun mukhābarahadalah: 

1) Pemilik lahan 

2) Petani penggarap atau pengelola 

3) Objek (lahan atau tanah untuk dikelola) 

4) Adanya manfaat atau hasil kerja pengelola 

5) Shighat(ijab dan qabul), yaitu ungkapan penyerahan lahan dari 

pemilik dan pernyataan menerima lahan untul diolah oleh petani.
29

 

b. Syarat mukhābarah 

Muzāra'ahjugadisebutdenganmukhābarahdariasal kata,“khābar,” 

yang artinyaadalah, tanah yang gembur.Dalam melakukan muzāra’ah dan 

mukhābarahterdapat beberapa syarat seperti yang dikemukakan oleh 

keduarekan Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf) 

menetapkansejumlahsyaratuntukmuzāra'ahatau mukhābarah. Ada 

syaratuntukpihak yang melakukanakad, syaratuntukpenanamandanapa yang 

ditanam, syaratuntukhasiltanaman, syaratuntuklahan yang ditanami, 

syaratuntukobjekakad, syaratuntukalatpertanian yang digunakan, 

dansyaratmasamuzāra’ah atau mukhābarah. 

 

1) Syarat pihak yang melakukan akad 

a) Berakal (baligh) 

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang 

gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah 

umur, sehingga dapat mempertanggung jawabkan transaksi yang 
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dibuatnya.
30

 Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di 

dalam melakukan tindakan kedepannya. Adapun baligh, maka menurut 

ulama Hanafiyyah itu bukanlah termasuk syarat bolehnya muzāra’ah 

ataupun mukhābarah. Maka anak yang belum baligh yang telah diberi 

izin boleh melakukan akad tersebut, sama dengan mempekerjakan dan 

mengupah seseorang dengan upah sebagian dari hasil panen. 

Sementara itu, ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah menetapkan 

baligh sebagai syarat sahnya muzāra'ah maupun mukhābarah, sama 

seperti akad-akad yang lain. 

b) Bukan orang murtad 

 Menurut pendapat Imam Abu Hanifah Karena tindakan orang 

murtad adalah ditangguhkan, sehingga tidak bisa langsung sah seketika 

itu juga. Namun hal ini bukan menjadi syarat menurut kedua rekan 

Imam Abu Hanifah. Maka oleh karena itu, akad muzāra’ah atau 

mukhābarah yang dilakukan oleh orang murtad statusnya adalah 

berlaku efektif seketika. 

2) Syarat penanaman 

Penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus 

dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang 

ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. 

Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula 

yang berkurang. 

3) Syarat sesuatu yang ditanam  

Sesuatu ditanam yaitu harus berupa tanaman yang aktivitas 

pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut 

mengalami pertambahan dan pertumbuhan. 

4) Syarat-syarat hasil tanaman  
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Ada sejumlah syarat untuk apa yang dihasilkan oleh tanaman 

yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad 

muzāra'ah  atau mukhābarah rusak dan tidak sah, yaitu,  

a) Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen 

itu statusnya adalah sebagai upah, sehingga jika tidak diketahui, 

maka itu bisa merusak akad dan menjadikannya tidak sah. 
31

 

b) Statusnya adalah milik bersama di antara kedua belah pihak. Jika 

ada syarat yang mengkhususkannya untuk salah satu pihak, maka 

akadnya rusak dan tidak sah, Pembagian hasil panen harus 

ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau 

lain sebagainya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa 

berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian 

hari. Maka oleh karena itu, jika disyaratkan bagian salah satu 

pihak adalah sebanyak sekian, seperti empat mud misalnya, atau 

pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih misalnya, 

maka itu tidak sah. Karenabisasajaterjadi, hasilpanentanaman yang 

adahanyasebanyak yang 

ditentukantersebut.UlamaMalikiyyahmensyaratkanbagiankeduabel

ahpihakdarihasilpanen yang didapatharussama. Sementara itu, 

ulamaSyafi'iyyahdanulamaHanabilahmemperbolehkanadanyaketer

pautan di antarabagianmasing-masingkeduabelahpihak, 

samasepertiulamaHanafiyyah.  

5) Syarat-syaratlahan yang ditanami 

a) Lahanitulayakdancocokuntukditanamidandijadikanlahanpertanian. 

Makaolehkarenaitu, 

seandainyatanahlahantersebutadalahtidaklayakuntukditanami, 

sepertilahan yang mengandunggaramataulahan yang 
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tanahnyaselaluberlumpur, makaakadmuzāra’ah atau 

mukhābarahtidaksah. 

b) Harusdiketahuidenganjelasdanpasti, makakarenaitu, 

apabilatidakdiketahuipasti, 

makaakadmuzāra’ahataumukhābarahtidaksah, 

karenabisaterjadinyaperselisihan.  

c) Lahan yang dikeloladiserahkansepenuhnyakepadapenggarap. 

Apabiladisyaratkansesuatu yang 

masihmengandungcampurtanganpemiliklahanmakaakadtidaksahka

renatidakterpenuhinyasyarat. 

6) Syarat masa mukhābarah 

Masa atau jangka waktu dalam muzāra'ah atau 

mukhābarahharus jelas dan pasti.Patokan dan masa disesuaikan 

dengan masa yang sewajarnya.Oleh karena itu. Tidak diperbolehkan 

apabila masanya tidak wajar. seperti masa yang tidak memungkinkan 

bagi pengelola untuk menggarap lahan. Atau jangka waktu di mana 

kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa 

tersebut.
32

 

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari 

pelaksanaan mukhābarah yang disandarkan kepada ketentuan 

muzāra'ah.Antara lain yaitu:  

a) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada 

pihak pengelola  

b) Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun 

dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya. 
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c) Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan 

berdasarkan akad mukhābarah terbatas. Harus dinyatakan secara 

pasti dalam akad. Dan diketahui oleh pemilik lahan. 

d) Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam. 

e) Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik 

lahan. 

f) Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan 

mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-

masing pihak. 

g) Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan 

saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengkibatkan batalnya 

akad. 

h) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang 

melakukan pelanggaran (penyimpangan). Menjadi milik pemilik 

lahan. 

i) Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran. Pemilik  

lahandianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah 

dilakukan pengelola 

j) Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak 

dipanen. Meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia:  

1) Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang 

dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa 

dipanen;  

2) Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara 

diwariskan bila pengelolameninggaldunia. Sampai 

tanamannya bisa dipanen;  



3) Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau 

membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal 

dunia.
33

 

 

7. Mekanisme Pembagian Hasil 

Mekanisme pembagian hasil dalam mukhābarah Imam Bukhari 

meriwayatkandari Jabir. Bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya 

secara muzāra'ah dengan metode pembagian hasil 1/3.1/4.1/2.
34

 

a. Sepertiga (1/3) 

b. Seperempat (1/4) 

c. Seperdua (1/2) 

 

8. Tinjauan Akad 

Sebagai makhluk sosial. manusia tidak bisa lepas untuk saling 

berhubungan dengan mahkluk yang lainya dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam. sehingga terkadang secara 

pribadi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhanya dan harus berhubungan 

dengan orang lain. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lainya terdapat 

aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban, keduanya berdasarkan 

kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan antar keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad atau 

melakukan kontrak.
35

Ketika dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk 

melakukan atau memberi sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu 

mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu 

yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, diantara keduanya tercipta suatu 

ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut 
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terwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing 

pihak.
36

 

Niat dalam urusan muamalah atau transaksi pada umumnya terkait 

dalam satu kaidah yaitu: Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad 

(transaksi) adalah maksud dan maknanya. bukan pada ucapan dan rangkaian 

kata-katanya. Maksud dari kaidah ini bahwa pertimbangan utama dalam 

sebuah akad (transaksi) adalah dilakukan tujuan transaksi tersebut. bukan pada 

ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan.
37

 

Dalam bahasa Arab akad berasal dari kata: 'aqada-ya'qidu-'aqdan, 

yang sinonimnya:  

a. Jaʻala ‘uqdatan, artinya: menjadikan ikatan 

b. Akkada, artinya: memperkuat 

c. Lazim, artinya: menetapkan 

Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai 

berikut. Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) 

antara ujung-ujung, baik ikatan nyata maupun maknawi. dari satu segi maupun 

dua segi.
38

 Muhammad Abu Zahroh mengemukakan pengertian akad secara 

bahasa adalah sebagai berikut, akad menurut etimologi diartikan untuk 

menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawanya adalah 

melepaskan, juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya”.  

Para fukaha membedakan pengertian akad secara bahasa menjadi dua 

arti, yaitu arti secara umum dan arti secara khusus. Pengertian secara umum 

berkembang dikalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:Akad 

adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh sesorang untuk dikerjakan, baik 

timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, 

                                                             
36

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 43. 
37

Moh Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta Barat: Arta Rivera, 2008), hlm. 126 
38

 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

1986), hlm. 80. 



maupun yang memerlukan dua kehendak dalam menimbulkannya, seperti jual 

beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai.  

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus oleh Hanafiyah, 

yaitu:Akad adalah pertalian antara ijab dan kabulmenurut ketentuan syarak 

yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau redaksi yang 

lain.Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad 

dengan yang lainya menurut syarak pada segi yang tampak pengaruhnya pada 

objek.
39

 

Makna akad secara syarʻī yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan 

cara yang diperbolehkan oleh syarʻī dan mempunyai pengaruh secara 

langsung. lni berarti bahwa akad temasuk dalam kategori hubungan yang 

mempunyai nilai menurut pandangan syarak antara dua orang sebagai hasil 

dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian keinginan ini dinamakan 

ijab dan kabul.
40

 

Menurut pasal 262 Mursyid al-Harian. akad merupakan penemuan ijab 

yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang 

menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
41

 Sedangkan menurut Syamsul 

Anwar dalam bukunya "Hukum Perjanjian Syariah", akad adalah penemuan 

ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk 

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari definisi tersebut 

memperlihatkan bahwa: pertama. Akad merupakan keterkaitan atau 

pertemuanijabdan kabulyang berakibat timbulnya hukum. ljab adalah 

penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban 

persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran. 

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah 

pertemuanijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan 
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kabulyang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk 

melahirkan suatu akibat hukum. 

Dengan adanya akad maka timbulah perikatan atau ikatan antara dua 

orang yang berakad. Dalam perikatan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan, 

sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam B.W. (pasal 

1234), maka tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 

berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. 

Asas-asas yang terdapat dalam akad adalah sebagai berikut: asas saling 

rela, asas manfaat, asas keadilan, asas saling menguntungkan. Disebutkan 

kaidah fikih bahwa dalam akad adalah keridaan kedua belah pihak, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh ibnu Taimiyah, yaitu: Dasar dari akad 

adalah keridhaan kedua belah pihak. 

 Dalam akad antara malik dan amil harus ada kesepakatan berkaitan 

upah atau dari kerja sama tersebut. Amilatau pekerja berhak mengetahui dan 

menentukan besar kecilnya pembagian hasil dari kerja sama tersebut. Dengan 

demikian tidak akan ada penyesalan dikemudian hari. Karena kedua belah 

pihak telah melakukan negoisasi (memperbincangkan untuk mencapai kata 

sepakat) tentang jumlah pembagian hasil kerja sama jauh hari. 

 

9. Berakhirnya Akad Mukhābarah  

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.Dalam 

akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah 

berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. 

Dalam akad gadai dan pertanggungan, akad telah berakhir apabila utang telah 

di bayar.
42

 

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya dan mukhābarah adalah:  

a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian. 

b. Salah satu pihak meninggal dunia. 
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c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah. di antara uzur yang 

menyebabkan batalnya akad. 

d. Tanah garapan terpaksa dijual. Karena harus membayar hutang. 

e. Pengelola tidak dapat mengelola tanah. Hal ini dapat terjadi karena 

pengelola sakit, jihad di jalan Allah Swt. dan lain lain. 

f. Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu. Baik dari pemilik tanah 

maupun dari pihak petani penggarap.
43

 

 

10. Hikmah Mukhābarah 

Umumnya masyarakat banyak memiliki binatang ternak, seperti 

kerbau, sapi, kuda dan lain-lain. Mereka sanggup berladang dan bertani untuk 

mencukupi keperluan hidupnya, tetapi sebagian dari mereka tidak memiliki 

tanah sebaliknya, banyak diantara mereka memiliki tanah, ladang dan lainnya 

yang layak untuk ditanami, tetapi mereka tidak memiliki binatang ternak 

untuk membajak atau menggarap tanah tersebut, dan adapula sebagian dari 

masyarakat tidak mengolah dan mengerjakan lahan mereka. Sehingga bnayak 

tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan suatu apapun. 

Mukhābarah terdapat pembagian hasil. Untuk itu hal-hal lainnya yang 

bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep kerja sama dalam 

upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan 

saling menguntungkan.
44

Selain itu dalam kerja sama mukhābarah ini terdapat 

asas tolong menolong dan kerja sama. Karena banyak yang mempunyai 

keahlian bertani tetapi tidak mempunyai lahan, sedangkan banyak juga yang 

mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mampu bertani. Sehingga ada 

kemubaziran terhadap tanah yang tidak dikelola dan dikerjakan. Hikmah 

lainnya adalah timbulnya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat 
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menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan 

kesenangan antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun 

tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya 

ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.
45

 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang 

telah ditentukan.
46

 Pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.
47

Berikut beberapa 

metode yang harus dilakukan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan : 

1. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu 

pendekatan maqāsidi sebagai pendekatan umum, kemudian di samping itu 

sumber data dari penelitian ini adalah subjek lain (manusia) maka penelitian 

ini menggunakan pendekatan jenis sosiologis sebagai pendekatan khusus. 

 

2. Jenis Metode Penelitian 

Pada penelitian ini jenis metode  yang digunakan oleh penulis adalah 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang sumber data atau subjek 
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penelitiannya adalah manusia, dipakai jenis penelitian etnografi, studi kasus 

(case study), fenomenologi, grounded research,atau penelitian biografi.
48

Pada 

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Metode ini 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana transaksi rom berakad yang 

dilakukan masyarakat Aceh Tengah Kecamatan Celala pada pengelolaan 

persawahan. 

 

3. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari data primer 

dan data sekunder. 

a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber data pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan 

dibahas.
49

 Sumber data yang diperoleh dengan cara observasi dan 

wawancara langsung dengan para petani sawah, dan tokoh masyarakat. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku 

sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder 

penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan 

kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah.hasil penelitian dan 

sebagainya.
50

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka digunakan teknik pengumpulan data.Hal tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan data yang lengkap dan valid yang nantinya dapat menunjang 

keberhasilan dalam penelitian ini. 

 Pengumpulan data kualitatif biasa dilakukan dengan metode 

seperti focus discussion (FGD), pengamatan lapangan, wawancara 
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mendalam dan studi kasus. Adapun bentuk terkumpul bisa berupa catatan 

lapangan , transkrip wawancara, anggket dan dokumentasi.
51

 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan metode 

wawancara.Bentuk data yang terkumpul menggunakan transkrip 

wawancara dan dokumentasi. 

 Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berdasarkan sumber 

data yang diperoleh dari masyarakat petani sawah di Kecamatan Celala 

Kabupaten Aceh Tengah.Peneliti melaksanakan wawancara tidak 

terstruktur dan terbuka, sambil mencatat hal-hal penting terkait 

permasalahan yang penulis teliti. 

 

5. Objektivitas dan Validitas Data 

 Suatu skala pengukuran disebut valid apabila melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala 

pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak 

mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan, secara konseptual, 

dibedakan 3 macam jenis validitas, yaitu; validitas isi, validitas yang 

berkaitan dengan kriteria, validitas konstruk. 

 Validitas isi memastikan bahwa ukuran telah cukup memasukkan 

sejumlah item refresentatif dalam penyusunan sebuah konsep, semaikin besar 

skala item dalam mewakili semesta yang diukur, maka semakin besar 

validitas isi.Validitas yang berkaitan dengan criteria terjadi ketika sebuah 

ukuran membedakan individual pada kriteria yang akan diperkirakan. 

Validitas konstruk membuktikan seberapa bagus hasil yang diperoleh dari 

penggunaan ukuran sesuai dengan teori dimana pengujian dirancang.
52
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6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.Penggunaan 

pendekatan maqāsidi menjadikan analisis dilakukan dalam dua tahap.Pertama 

pada tahap analisis realitas yang diteliti, kedua pada tahap analisis deviasi 

dengan nilai-nilai syariat. 

 Tahap analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.
53

Reduksi data 

berarti kesemestaan yang dimiliki oleh data disederhanakan ke dalam sebuah 

mekanisme antisipatoris. Jika data lapangan, wawancara dan data lain telah 

tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, 

perumusan tema, pengelompokkan dan penyajian cerita. Adapun data 

kepustakaan dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal 

yang penting sesuai peta penelitian.
54

 

 Analisis data penelitian kualitatifakan berlangsung besamaan dengan 

bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu 

pengumpulan data dan penulisan data temuan. Ketika wawancara sedang 

berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang 

dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya 

dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir. Proses ini tidak seperti 

penelitian kuantitatif di mana peneliti mengumpulkan data, kemudian 

menganalisis informasi, dan akhirnya menuliskan laporan. 

 Penyajian data (display) adalah konstruk informasi padat terstruktur  yang 

memungkinkan pengambilan kesimpulan. Penyajian data yang lebih terfokus 

meliputi ringkasan terstruktur dan synopsis, deskripsi singkat diagram-diagram 
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dan matriks. Pengambilan kesimpulan dan verivikasi melibatkan peneliti dalam 

proses interprestasi, penetapan makna dari data yang tersaji.
55
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BAB TIGA 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Realitas Lokasi dan Subjek Penelitian 

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang menegakkan syariat 

Islam. Selain syariat, tentu wilayah ini masih mengutamakan ajaran Islam sebagai 

tolak ukur berjalannya keharmonisan agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Diantaranya adalah berlangsungnya transaksi pada jenis bahan pangan secara 

khusus yang dilakukan di wilayah Gayo tepatnya di Kecamatan Celala 

Kabupaten Aceh Tengah.Kecamatan Celala merupakan salah satu Kecamatan 

yang jauh dari pusat kota Takengon. Jika dari wilayah Timur, Kecamatan ini 

berbatasan langsung dengan Kecamatan Pegasing, dari wilayah Barat berbatasan 

dengan Rusip Antara sedangkan wilayah Utara berbatasan dengan kecamatan 

Silih Nara dan dari wilayah Selatan berbatasan langsung dengan kecamatan 

Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya. 

Kecamatan Celala memiliki luas wilayah ±89 KM². Dari luas wilayah ini, 

masyarakat memiliki lahan persawahan dan perkebunan. Luas wilayah 

persawahan menurut data profil Kecamatan setempat seluas ±687 Ha dan luas 

wilayah perkebunan ±3214 Ha.Berdasarkan jumlah penduduk, Kecamatan Celala 

memiliki 9756 jiwa  dengan jumlah Kepala Keluarga 2909, yang terdiri dari 4832 

jumlah penduduk laki-laki dan selebihnya 4924 jiwa perempuan. Adapun jumlah 

penduduk Kampung Definitif Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dapat 

dilihat dari tabel 3.1 dibawah ini. 

 

 

Tabel. 3. 1 Jumlah penduduk kampung definitif 

NO  
NAMA 

KAMPUNG 

JUMLAH 

KK 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

JUMLAH 

PENDUDUK 



1 Arul Gading 171 258 255 513 

2 Berawang Gading 187 384 367 751 

3 Blang Kekumur 145 377 350 727 

4 Blang Delem 127 263 247 510 

5 Celala 158 315 320 635 

6 Cibro 180 292 291 583 

7 Kuyun 267 535 481 1016 

8 Kuyun Toa 108 213 213 426 

9 Kuyun Uken 210 448 435 886 

10 Makmur 56 105 98 203 

11 Melala 290 375 387 762 

12 Paya Kolak 386 539 554 1993 

13 Ramung Ara 80 137 178 315 

14 Sepakat 54 126 136 262 

15 Tanoh Depet 213 339 311 650 

16 Uning Br. Ramung 157 148 153 301 

17 Depet Indah 120 160 148 308 

JUMLAH 2909 4832 4924 9756 

Sumber: kantor Kecamatan Celala 

 

1. Desa tempat penelitian 

a. Desa Berawang Gading 

Desa Berawang Gading memiliki luas wilayah 2,5 km, dengan luas 

lahan persawahan 0,52 KM (52 HA) dan jumlah penduduk 503 jiwa, saat 

ini yang menjadi reje kampung (kepala desa) Berawang Gading  di pimpin 

oleh Sarmidi. 

Batas wilayah desa Berawang Gading 

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Melala 

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Buntul Sere 

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ramung Ara 

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Cibro 

b. Desa Cibro 



Desa Cibro memiliki luas wilayah 3,0 KM, dengan luas lahan sawah 

0,79 KM (79 HA) dan jumlah penduduk 470 jiwa, saat ini yang menjadi 

reje kampung (kepala desa) Cibro di pimpin oleh Ridwan. 

Batas wilayah desa Cibro 

 Sebelah Utara berbatasan dengan desa Melala 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Belang Delem 

 Sebelah Timur berbatasan dengan desa Berawang Gading 

 Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tirmiara (Kec. Rusip Antara) 

c. Desa Paya Kolak 

Desa Paya Kolak memilik luas wilayah 2,9 KM, dengan luas lahan 

sawah 0.62 KM (62 HA) dan jumlah penduduk 415 jiwa, saat ini yang 

menjabat sebagai reje kampung (kepala desa)Paya Kolak adalah M. Yunus 

Batas wilayah desa Paya Kolak 

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Belang Delem 

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Enang-enang 

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Uning Berawang Ramung  

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Belang Jorong 

 Subjek penelitian ini adalah para petani sawah dan tokoh masyarakat yang 

bertempat tinggal di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kamus 

lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa petani adalah orang yang bercocok 

tanam, bertani.
1
 Sedangkan Dalam kitab Undang-undang Hukum Agraria, 

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 poin e bahwa: petani adalah orang, baik yang 

mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencarian pokoknya 

mengusahakan tanah untuk pertanian.
2
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B. Transaksi Rom Berakad Pada Pengelolaan Lahan Persawahan di 

Kecamatan Celala 

 

 Pada bagian bab ini peneliti akan membahas dan menguraikan temuan  

hasil data penelitian yang terkait tentang permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam latar belakang masalah pada bab satu, yaitu tentang Transaksi Rom 

Berakad  Ditinjau Menurut Perspektif Akad Mukhābarah Pada Pengelolaan 

Lahan Persawahan di Kecamatan Celala. Dalam hal ini peneliti memperoleh hasil 

data-data penelitian berdasarkan dari teknik wawancara yang telah dilakukakan 

oleh peneliti dengan sejumlah partisipan.   

 Melihat dari kondisi fenomena yang terjadi pada masyarakat Kecamatan 

Celala maka peneliti mengunakan metode kualitatif, dan menggunakan 

pendekatan sosiologis, pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

dari realitas pada masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data-data deskriftif  berupa kata-kata tertulis atau lisan 

disadari oleh orang atau pelaku yang di amati. 

 Pada tahap analisis, peneliti telebih dahulu membuat daftar pertanyaan 

untuk proses wawancara yang tujuannya untuk pengumpulan data, dan kemudian 

peneliti menganalisis data oleh peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti memilih 

beberapa responden untuk dapat memberikan informasi kepada peneliti, 

penelitian ini menggunakan beberapa tahap yaitu, (1) Menyusun draft pertanyaan 

wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibelitas yang ditanyakan pada 

narasumber atau responden. (2) Peneliti melakukan wawancara dengan para 

petani sawah dan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Celala, 

(3) Peneliti menganalisis data dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama 

para petani dan tokoh masyarakat. 

 Berdasarkan pertanyaan awal terkait tentang pengetahuan masyarakat 

Kecamatan Celala tentang transaksi rom berakad. Pertanyaan ini masih bersifat 

umum peneliti hanya ingin memastikan bahwa masyarakat Kecamatan Celala 

mengetahui adanya bentuk kerja sama rom berakad yang di anggap telah menjadi 



kebiasaan masyarakat Kecamatan Celala dalam melakukan kerja sama di bidang 

pengelolaan sawah. Dari pertanyaan tersebut partisipan yang dipilih sebagai 

sampel dari para petani sawah di Kecamatan Celala secara keseluruhan 

mengetahui adanya praktik transaksi rom berakad, pertanyaan tersebut sekaligus 

menjadi pembuka dan mengantarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang lain. 

 Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang macam-macam bentuk 

kegiatan kerja sama yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 

Celala.Hal ini bertujuan agar peneliti dapat membandingkan dan mengetahui 

alasan dan motivasi terkait petani yang cendrung memilih metode rom berakad 

dalam melakukan kerja sama.Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari 

sejumlah partisipan yang dipilih bahwa, di Kecamatan Celala ada beberapa 

metode pelaksanaan kerja sama yang masih dijalankan di Kecamatan Celala 

khususnya pada bidang pengelolaan lahan persawahan di antaranya yaitu, bagi 

tige hasil, bagi due hasil dan rom berakad.
3
 

Bagi tige hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan 

dan pengelola dengan pembagian hasil akan dibagi sepertiga. Dalam 

penerapannya di mana ketika tiba masa panen pengelola akan mendapatkan dua 

bagian dan pemilik lahan akan mendapatkan satu bagian. Namun pada sistem 

bagi tige hasil ini keseluruhan biaya dari proses pengelolaan semua ditanggaung 

oleh pengelola seperti biaya air irigasi dan pajak pemburu binatang liar. Bentuk 

kerja sama bagi tige hasil ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 

Celala. 

Bagi due hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antar pemilik lahan 

sawah dengan pengelola. Di mana dalam praktiknya pemilik lahan dan  pengelola 

sama-sama berkontribusi untuk mengelola dan semua biaya proses penanaman 

hingga masa panen ditanggung oleh pengelola dan pemilik lahan. Mekanisme 

pembagian hasil dari  bentuk kerja sama bagi due hasil ini yaitu, pemilik lahan 
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dan pengelola akan mendapat bagian yang sama, pembagian ini dilakukan setelah 

dikeluarkan biaya yang timbul selain biaya proses selama pengelolaan. Biasanya 

praktik bagi due hasil ini sering dilakukan antar kekeluargaan, di mana mereka 

saling bekerja sama dalam memproduktifkan lahan pertanianya dan hasilnya akan 

di bagi sama rata yaitu 50:50, dalam hal ini alasan pemilik lahan mau bekerja 

sama dengan membagi keuntungan yang sama karena dapat mengurangi beban 

dari biaya proses selama penanaman berlangsung, walaupun pemilik lahan harus 

turun dan ikut bekerja dalam mengelola lahan miliknya.  

Sedangkan transaksi rom berakad merupakan hal yang sama seperti 

bentuk kerja sama yang telah disebutkan di atas yaitu pemilik lahan menyerahkan 

lahannya kepada pengelola. Namun perbedaanya dalam rom berakad ini yaitu, di 

mana pemilik lahan menetapkan jumlah bagian untuk pemilik lahan ketika panen 

dengan jumlah tertentu. Dalam hal ini menurut keterangan dari partisipan jumlah 

tertinggi yang sering tetapkan oleh pemilik lahan sebanyak satu kunca, jumlah 

tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah hasil panen biasanya. Sebagai contoh jika 

pemilik lahan menentukan jumlah bagian dengan satu kunca berarti kebiasaan 

hasil panen dari lahan tersebut kurang lebih sebanyak tiga kunca.
4
 

 

1. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Rom Berakad 

Mekanisme pelaksanaan taransaksi rom berakad yang dilakukan oleh 

masyarakat petani sawah di Kecamatan Celala, dalam hal ini peneliti 

mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat. Bahwa kerja sama dalam 

bentuk rom berakad ini merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya timbul 

berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat. Menurut keterangan dari para 

tokoh masyarakat bahwa bentuk kerja sama rom berakad tersebut sudah ada 

sejak zaman dahulu dan rom berakad ini masih dilakukan oleh sebagian 

masyarakat yang membuat kerja sama. Karena pada dasarnya petani sawah 
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lebih memilih mengelola lahan miliknya sendiri dari pada harus menyerahkan 

kepada orang lain untuk dikelola.
5
 

Mekanisme praktik kerja sama dalam pengelolaan sawah yang 

dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Celala pada dasarnya diawali dengan 

pembuatan akad.Di mana kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk 

membahas terkait kerja sama yang akan dilakukan oleh mereka, bahwa dalam 

hal ini konsep akad yang dibuat hanya berdasarkan akad lisan.Ketika pemilik 

lahan menyatakan bahwasannya lahan tersebut dizinkan untuk dikelola maka 

pernyataan tersebut sudah dianggap sah untuk saling melakukan kerja sama, 

hal tersebut karena pada  kebiasaanya kerja sama rom berakadini sering 

dilakukan antar kerabat maupun keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat Kecamatan Celala yang melakukan kerja sama dengan metode 

rom berakad di sini hanya menggunakan prinsip saling percaya. 

Kegiatan teransaksi rom berakad ini dimulai ketika pemilik lahan 

menyerahkan lahan miliknya kepada penggarap untuk dikelola, penggarap 

sendiri seterusnya mengerjakan lahan yang telah diberi keparcayaan oleh 

pemilik lahan dengan betanggung jawab penuh selama kerja sama tersebut 

belum berakhir.Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa para 

pihak menetukan jangka waktu yang disepakti, biasanya jangka waktu kerja 

sama di bidang persawahan itu selama satu kali panen.Setelah panen tiba 

sampai pembagian hasil panen telah dilaksanakan maka pengelola harus 

menyerahkan kembali lahan tersebut kepada pemiliknya, jika ingin kembali 

mengelola lahan tersebut biasanya para pihak melakukan pembahasan kembali 

terkait kerja sama selanjutnya.
6
 

Mekanisme pembagian hasil pada transaksi rom berakad yaitu, seperti 

halnya yang telah penulis uraikan di atas, bahwa pemilik lahan telah 

                                                             
5
 Wawancara dengan Aman Mila, Tokoh Masyarakat, Warga Desa Berawang Gading, 

tanggal 18 November 2018 
6
Wawancara dengan Abdussalam, petani sawah, warga desa Cibro, tanggal 19 November 

2018   



menentukan jumlah bagian dari hasil panen dengan jumlah angka 

tertentu.Jika sebelumnya pada bagi tige hasil jumlah pembagian hasilnya 

masih bersifat umum, yaitu sepertiga. Namun pada rom berakad, pembagian 

dari hasil penen tidak dengan jumlah yang masih besifat umum, akan tetapi 

dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu seperti: lime padang(25 kaleng 

padi) dan satu kunca(50 kaleng padi)
7
. 

Penentuan jumlah hasil panen yang ditetapkan oleh pemilik lahan 

pada transaksi rom berakad biasanya selain melihat dari jumlah hasil panen, 

pemilik lahan menetapkan jumlah bagian yang ditentukan juga melihat 

terhadap luas lahan persawahan yang dikerjakan oleh pengelola. Jika pemilik 

lahan mempunyai satu petak sawah dengan muatan 5 kaleng bibit padi, maka 

jumlah pembagian yang ditetapkan oleh pemilik sebanyak 1,5 kunca, karena 

biasanya jika 5 kaleng bibit padi maka hasil panen dapat mencapai 4 kunca, 

jadi dalam hal ini pengelola mendapatkan  2,5 kunca akan tetapi jumlah 

tersebut belum terhitung keuntungan bersih yang didapatkan oleh pengelola 

kerena pada dasarnya modal sepenuhnya ditanggung oleh pengelola. 

Berdasarkan informasi lapangan yang peneliti peroleh bahwa motivasi 

yang mendorong  para pihak melakukan kegiatan kerja sama yaitu timbul dua  

jawaban dari sisi yang berbeda yaitu dari sisi pemilik lahan dan dari sisi 

pengelola. Dilihat dari sisi pemilik lahan ada beberapa motivasi yang 

mendorong mereka untuk melakukan kerja sama dengan sistem rom berakad 

yakni: 

a. Pemilik lahan dari segi usia tidak mampu lagi bekerja untuk 

mengelola lahan miliknya, sementara untuk memenuhi 

keberlangsungan hidup tentu saja harus memerlukan kebutuhan 

ekonomi sehari-harinya.
8
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b. Pemilik lahan tidak memiliki waktu luang untuk mengelola lahan 

miliknya sendiri.Hal ini disebabkan karena pemilik lahan memiliki 

kesibukan lain yaitu seperti para Pegawai Negeri,mereka juga 

memiliki lahan persawahan namun terbatas waktu untuk mengelola 

lahan miliknya sehingga harus membuat kerja sama dengan 

menyerahkan lahan miliknya kepada orang lain. 

c. Pemilik lahan dalam hal ini memiliki kemampuan untuk mengelola 

lahan persawahannya sendiri.Namun pemilik lahan lebih memilih 

menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola, dengan 

alasan pemilik lahan berniat ingin membantu masyarakat yang 

mebutuhkan lahan untuk bertani sawah.
9
 

 Jika dilihat dari sisi pengelola atau penggarap yang menjadi dasar 

timbulnya kerja sama dalam bidang persawahan ini yaitu:  

a. Pengelola tidak memiliki lahan pribadi untuk di kelola, sementara 

kebutuhan ekonomi harus dipenuhi setiap harinya untuk 

keberlangsungan hidup. Jadi salah satu solusi bagi mereka agar bisa 

bertani ialah dengan menjalin kerja sama dengan pemilik lahan.
10

 

b. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan mengingat penduduk dipedesaan 

tersebut banyak yang pengangguran karena latar belakang mereka 

banyak juga yang tidak tuntas dalam menyelesaikan 

pendidikan.Sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan 

yang layak dan bertani adalah solusi bagi mereka untuk mengisi 

waktu mereka sehari-hari. Walaupun tidak memiliki lahan sendiri, 

akan tetapi mereka dapat bertani pada lahan milik orang lain dengan 

membuat kesepakatan kerja sama. 
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 Selanjutnya peneliti ingin mengetahui terkait dengan alasan para petani 

sawah di Kecamatan Celala lebih memilih kerja sama dengan metode rom 

berakad.Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari partisipan yang 

datang dari sisi yang berbeda juga yaitu dari sisi pemilik lahan dan pengelola. 

Jika dilihat dari sisi pemilik lahan bahwa para petani memilih metode rom 

berakad yaitu pemilik lahan tidak ingin mengambil resiko.Karena seperti yang 

telah dijelaskan di atas rom berakad ini merupakan sistem kerja sama dalam 

bidang persawahan dengan menetapkan jumlah tertentu bagi pemilik lahan di 

awal sebelum lahan mulai dikerjakan oleh penggarap. Tentu saja setelah pemilik 

lahan menetapkan seperti itu sama sekali tidak ada beban resiko kerugian yang 

diterima olehnya.
11

 

 Sedangkan dari pengelola alasan mereka menyetujui metode kerja sama 

dengan metode rom berkad yakni.Pengelola  menganggap penetapan jumlah yang 

telah ditentukan oleh pemilik lahan masih dalam tingkatan yang wajar, sehingga 

pengelola beranggapan ketika ia mengerjakan dan mengelola lahan tersebut tidak 

akan berdampak pada kerugian bahkan akan mendapatkan keuntungan dari 

mengerjakan lahan tersebut.Walaupun sebenarnya pengelola menyadari bahwa 

resiko hanya ditanggung oleh pengelola sendiri. 

 

2. Syarat-Syarat Pelaksanaan Transaksi Rom Berakad 

Ketentuan mendasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak 

dalam melaksanakan kerja sama rom berakad di sini yaitu, dari sisi pemilik 

lahan bahwa lahan persawahan itu masih layak untuk dikelola dan memastikan 

bahwa lahan tersebut benar-benar miliknya pemilik lahan.Sedangkan dari pihak 

pengelola bahwa bertangung jawab terhadap pengelolaan lahan tersebut. Dari 

ketentuan itulah timbulnya beberapa syarat-syarat maupun rukun yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak. Di sini peneliti mendapatkan informasi 
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dari para tokoh masyarakat bahwa, yang menjadi rukun pada pelaksanaan 

transaksi rom berakad yaitu: 

a. Para pihak yang melakukan transaksi rom berakad 

b. Tersedianya objek transaksi rom berakad (lahan sawah) 

c. Penyerahan lahan oleh pemilik kepada penggarap (ijab dan kabul) 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang 

melakukan transaksi rom berakad
12

. 

a. Berakal, dalam hal ini peneliti mendapatkan keterangan dari tokoh 

masyarakat bahwa, syarat umum yang harus dipenuhi ketika melakukan 

kerja sama yaitu harus mempunyai sifat kedewasaan, karena orang 

dewasa dianggapa mampu menanggung beban dari kerja sama tersebut, 

di sini peneliti mengambil suatu kesimpulan pada umumnya bahwa 

dewasa di sini ialah telah berakal.  

b. Memiliki kemampuan, dijelaskan bahwa tujuan akad disini adalah untuk 

melakukan kerja sama, dari informasi yang peneliti peroleh bahwa untuk 

tercapaiya kerja sama rom berakad di sini tentu harus memiliki 

kemampuan (skill). 

c. Niat yang baik. Pada dasarnya tujuan para pihak melakuka kerja sama 

adalah untuk saling membantu, niat yang baik disini penulis juga 

menerjemahkan sebagai salah satu penerapan sifat kejujuran dalam 

melakukan akad.  

d. Rajin, tolak ukur suksesnya kerja sama rom berakad ini yaitu tergantung 

pada pihak pengelola, jika pengelola tidak memiliki perinsip rajin dalam 

dirinya tentu tidak bisa mendapatkan hasil dari kerja sama yang telah di 

buat.  
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3. Berakhirnya Kerja Sama Transaksi Rom Berakad 

Berakhinya kerja sama transaksi rom berakad yang dilakukan oleh 

masyarakat Kecamatan Celala dapat disebabkan oleh beberapa hal, berdasarkan 

informasi dari data penelitian yaitu: 

a. Berakhirnya masa kontrak, perjanjian waktu berakhirnya kerja sama rom 

berakad tergantung pada masa panen tiba, hal tersebut sudah menjadi 

kebiasaan yang sering dilakukan oleh para petani sawah ketika 

melakukan kerja sama. 

b. Pihak pengelola melanggar perjanjian.Berdasarkan pelanggaran terhadap 

perjanjian tersebut selain berakhir akad kerja sama dalam transaksi rom 

berakad maka akan timbul konsekuensi yang di tanggung oleh pemilik 

lahan atau pengelola, hal ini dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda 

yaitu: Jika dalam hal ini yang membuat pelanggaran perjanjian dilakukan 

oleh pemilik lahan.Apabila pemilik lahan menarik lahannya dari 

pengelola sebelum masa kontrak perjanjian berakhir, maka sanksi yang 

diterima oleh pemilik lahan ialah harus membayar denda kepada 

pengelola atas biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pengelolaan 

berlangsung. Jika pelanggaran perjanjian dilakukan oleh pengelola maka 

konsekuensi yang diterima oleh pengelola tetap harus membayar jumlah 

pembagian yang telah ditentukan di awal akad, walaupun lahan tersebut 

tidak dikerjakan oleh pemilik lahan.
13

  

 

C. Analisis Transaksi Rom Berakad Berdasarkan Konsep Mukhābarah 

 Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan tentang data 

temuan dari hasil teknik wawancara. Selanjutnya dalam bab ini peneliti akan 

menganalisis transaksi rom berakad pada konsep akad mukhābarah yang berkaku 

di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.Terkait tentang pemahaman 
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masyarakat dalam melakukan transaksi rom berakad yaitu dasar timbulnya 

metode tersebut berdasarkan kebiasaan atau adat yang terjadi dikalangan 

masyarakat. Artinya dalam hal ini mekanisme rom berakad yang telah dilakukan 

oleh para petani di Kecamatan Celala tidak mengikuti pada ketentuan hukum 

syarak.Syari’at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau 

tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan 

al-Qur’an dan sunnah. Jadi dapat dipahami bahwa jika adat atau kebiasaan yang 

berlaku di masyarakat mempunyai nilai kemashlahatan berarti dapat dilakukan 

dan diterima sebagai sumber hukum. Akan tetapi jika kebiasaan tersebut tidak 

mengandung nilai kemashlahatan dan bertentangan dengan hukum syarak maka 

hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suber hukum. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan 

Celala, pemahaman masyarakat terhadap konsep Islam tentang akad 

mukhābarah masih tergolong awam. Dari kalangan masyarakat Kecamatan 

Celala ini khususnya terhadap petani sawah istilah mukhābarah ini masih 

terdengar asing di lingkungan mereka.Hal ini dikarenakan masyarakat lebih 

mengenal denga istilah bahasa daerah sehari-harinya. Sehingga untuk membuat 

masyarakat paham dengan konsep mukhābarah ini membutuhkan penjelasan 

yang lebih bahwa, akad mukhābarah hampir sama mekanisme kerja samanya 

dengan rom berakad yang telah mereka lakukan, hanya saja istilah penyebutan 

yang berbeda. 

 Kerja sama rom berakad yang telah dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Celala pada umumnya memiliki cara yang hampir sama dengan 

konsep akad mukhābarah, yaitu di mana para pihak saling kerja sama setelah 

masing-masing pihak sepakat dalam melakukan kerja sama. Kemudian pengelola 

memiliki hak kuasa atas lahan tersebut yang telah diberikan kepercayaan untuk 

mengelolah lahan tersebut, inilah yang menjadi dasar kerja sama rom berakad ini 

tidak berbeda dengan konsep akad mukhābarah dalam hukum Islam.Jika di 

pahami lebih lanjut bahwa praktik kerja sama rom berakad yang berlaku di 



kalangan masyarakat Kecamatan Celala masih terdapat adanya ketidaksesuaian 

terhadap syarat yang telah ditetapkan pada konsep akad mukhābarah.Hal ini 

dapat dilihat pada penentuan jumlah bagian untuk pemilik lahan dengan jumlah 

tertentu, jika merujuk kembali pada landasan terori akad mukhābarah bahwa 

salah satu yang dilarang dalam mukhābarah yaitu menentukan jumlah bagian dari 

hasil panen. 

 Diketahui mekanisme penentuan jumlah bagian dari hasil panen yang 

telah ditentukan di awal akad karena, pemilik lahan menghindari resiko jika 

membuat kerja sama dalam bentuk lain tentu saja posisinya kerugian akan di 

tanggung bersama.Sedangkan dalam rom berakad resiko yang dimungkinkan 

terjadinya kerugian sama sekali tidak ditanggung oleh pemilik lahan, sedangakan 

bagi pengelola beban untuk menanggung resiko yang sudah pasti. Apabila jumlah 

dari hasil panen tidak sesuai dengan yang ditargetkan maka hal ini 

akanberdampak pada kerugian yang ditanggung oleh penggarap. Hal inilah yang 

menjadi berubahnya hukum dalam penerapan rom berakad karena tidak sesuai 

dengan ketentuan syarat yang telah ditetapkan dalam konsep akad mukhābarah. 

Sebagaimana telah diketahui dalam kaidah ushul fiqh yaitu pada dasarnya 

setiap kegiatan muamalah itu dibolehkan (mubah), kecuali ada dalil  yang 

mengharamkannya. Begitu juga dengan ketentuan konsep akad mukhābarah 

hukum asalnya adalah boleh, akan tetapi ketika terdapat ketidaksesuaian dari apa-

apa yang telah ditentukan hal ini dapat menyebabkan larangan terhadap 

mengerjakan sesuatu itu.Sperti yang terdapat pada konsep akad mukhābarah 

yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah 

tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi 

miliknya,sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka 

dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar dan dapat 

membawa kepada perselisihan. Al-bukhari meriwayatkan dari Rāfi’ bin al-

Khudaij, berkata “dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan 

tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya 



yang disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak 

memberikan untung lalu kami dilarang”.
14

 

Fasidadalah kebalikan dari ṣah, istilah ini tidak berlaku dikalangan 

jumhur ulama, karena bagi mereka, fasid mempunyai arti yang sama dengan 

baṭal baik dalam bidang ibadat maupun muamalah. Pengertian fasid hanya 

berlaku dikalangan ulama Hanafiah, itupun hanya bidang muamalat, tidak dalam 

bidang ibadat, artinya dalam bidang muamalat ini ada perbedaan antara fasid 

dengan baṭal.Dalam bidang akad atau muamalah terdapat kesepakatan ulama 

dalam penggunaan arti ṣah, yaitu: “suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat 

yang melengkapi sebab dan tidak terdapat padanya halangan apapun”.
15

 

Berdasarkan penjelasan tentang fasid di atas jika dikaitkan dengan syarat 

kerja sama yaitu penetuan jumlah pembagian keuntungan dengan jumlah tertentu 

pada pelaksanann transaksi rom berakad.Dapat disimpulkan bahwa syarat dengan 

menentukan jumlah hasil panen bagi pemilik lahan dengan jumlah tertentu 

terdapat ketidaksesuaian jika dipandang dari syarat pada konsep akad 

mukhābarah, ketidaksesuaian tersebut akan berdampak pada rusaknya akad 

karena dalam transaksi rom berakad terdapat juga perbuatan yang mengandung 

gharar.  

Gharar adalah keraguan,tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 

merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan,karena tidak 

ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad,besar kecil 

jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.
16

Sehingga dapat dipahami 

bahwa, jika dalam transaksi rom berakadmengandung unsur ghararmaka dapat 

dipastikan didalamnya terdapat kezaliman dan perbuatan batil yang dialakukan 

oleh sebelah pihak.Sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran (QS. An-Nisa: 

29) 
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نَك مْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَك ونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْك مْ وَلََ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَن   وا لََ تأَْك ل وا أَمْوَالَك مْ بَ ي ْ

  تَ قْت  ل وا أَنْ ف سَك مْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِك مْ رحَِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah maha 

penyayang kepadamu.
17

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Celala bahwa 

tidak semua praktik di desa tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam, karena 

secara keseluruhan jika dilihat dari metode transaksi rom berakad, syarat-syarat 

dan rukunnya hampir sama dengan konsep akad mukhābarah, hanya saja ada 

terdapat sedikit ketidaksesuaian yang menyebabkan transaksi rom berakad belum 

sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Dalam hal ini penyebab transaksi rom 

berakad tidak sesuai dengan konsep akad mukhābarah adalah terdapat pada 

syarat-syarat yang dilarang dalam konsep akad mukhābarah adalah: Perjanjian 

yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik 

tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya 

pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mud dari hasil panen. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 
 

 Dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada pembahasan bab 

sebelumnya, bahwa dapat di tarik kesimpulan  dan direkomendasikan saran-saran 

sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang transaksi rom 

berakad pada pengelolaan lahan persawahan yang berlaku di Kecamatan Celala, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama transaksi rom berkad yang berlaku di 

Kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah yang diterapkan pada kerja 

sama pengelolaan persawahan. Dalam praktiknya pelaksanaan kerja 

samarom berakad di sini hampir sama dengan konsep akad mukhābarah 

dalam Islam. Hanya saja dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian 

dalam pelaksanaan transaksi rom berakad. Ketidaksesuaian dalam 

transaksi rom berakad yaitu terdapat pada metode pembagian hasil yang 

diterapakan oleh pemilik lahan, di mana pemilik lahan membuat 

perjanjian di awal akad dengan menentukan jumlah bagian untuk pemilik 

lahan dengan jumlah bagian tertentu. Sedangkan dalam konsep akad 

mukhābarah penetuan jumlah pembagian hasil merupakan syarat dalam 

konsep akad mukhābarah yaitu kadar pembagian hasil harus di tentukan 

dengan jumlah yang bersifat umum.  Adapun penetuan pembagian dengan 

jumlah tertentu dari hasil panen, misalnya, satu kunca maka penentuan 

dengan cara demikian di larang dalam konsep akad mukhābrah. 

2. Masyarakat petani Kecamatan Celala kurang memahami konsep 

bertransaksi dalam hukum Islam seperti halnya terkait pada transaksi rom 

berakad mereka belum memahami bahwa ada suatu ketentuan yang 



mengatur transaksi kerja sama yang dibenarkan dalam hukum Islam hal 

tersebut dikarenakan masyarakat pada umumnya sudah terbiasa dengan 

menggunakan dengan istilah dalam bahasa mereka sehari-hari sehingga 

ketika peneliti menanyakan tentang konsep akad mukhābarah secara 

keseluruhan masyarakat memberi jawaban kepada peneliti kurang paham 

dan tidak paham sama sekali. Kerja sama rom berakad yang telah menjadi 

kebiasaan masyarakat Kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah, bahwa 

kerja sama dalam bentuk rom berakad jika dilihat dari mekanisme 

pelaksaannya hampir selaras dengan konsep akad mukhābarah. Yang 

membuat transaksi rom berakad di sini belum sempurna yakni seperti 

yang telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya yaitu terdapat 

ketidaksesuaian dari  ketentuan rukun dan syarat yang berlaku dalam 

konsep hukum Islam. 

 

B. Saran  

1. Melihat dari permasalahan terkait dengan pemahaman masyarakat 

Kecamatan Celala, untuk mengatasi hal tersebut penulis sangat 

mengharapkan kepada civitas akademika, baik itu mahasiswa, sarjana 

maupun para dosen yang telah memahami prinsip-prinsip dalam hukum 

Islam khususnya di bidang muamalah agar kiranya mampu memberikan 

pemahaman untuk masyarakat yang bertujuan untuk membantu msyarakat 

dalam penerapan terhadap aktivitas ekonomi yang baik. 

Penulis mengharapkan agar masyarakat Kecamatan Celala terbuka dan mau 

menerima saran serta ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para pakar-pakar 

yang telah mahir dan berpengalaman.Penulis juga sangat mengharapkan kepada 

seluruh mahasiswa yang akan menjadi para sarjana agar kiranya tidak berhenti 

mencari ilmu pengetahuan sampai strata 1 dan dapat mengaplikasikan ilmu yang 

sudah didapat untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat luas. 
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